
 
 

 

 
 

BERITA DAERAH 

KOTA TANGERANG SELATAN 
No. 29,2021 PEMERINTAH            KOTA            TANGERANG         SELATAN.  

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN 

       NOMOR 28 TAHUN 2021 2015 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang : 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat 

 

: 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945: 

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008                                

tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan                           

Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5533); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020            

Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                   

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah                 

Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 

Nomor 1211); 

13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                           

Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tangerang 

Selatan Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 111); 

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                           

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang 

Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah                 

Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 

Nomor 117). 

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan                            

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah                                 

Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan 

Nomor 123); 

16. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan                                      

Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 

(Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 

Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan        

Nomor 29 Tahun tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tangerang 

Selatan Tahun 2020 Nomor 29); 
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17. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan                                   

Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan 

Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Wali Kota  Tangerang Selatan                

Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Wali Kota  Nomor 61 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 66); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN                 

ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota  ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

Pasal 2 

 
Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas : 

a. Pendapatan   

1. Pendapatan asli daerah Rp1.538.705.693.438,00  

2. dana perimbangan Rp907.142.937.242,00  

3. lain-lain pendapatan 

yang sah 

Rp558.667.834.798,00  

Jumlah pendapatan Rp3.004.516.465.478,00 
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b. Belanja Daerah   

1. belanja tidak langsung   

a) belanja pegawai Rp788.113.190.002,00  

b) belanja bunga Rp0,00  

c) belanja subsidi Rp0,00  

d) belanja hibah Rp143.930.231.505,00  

e) belanja bantuan sosial Rp 618.000.000,00  

f) belanja bagi hasil Rp0,00  

g) belanja bantuan 

keuangan 

Rp1.825.629.000,00       

h) belanja tidak terduga Rp72.774.406.372,00  

jumlah belanja tidak langsung Rp1.007.261.456.879,00  

2. belanja langsung    

a) belanja pegawai Rp419.997.227.047,00  

b) belanja barang dan 

jasa 

Rp890.454.713.751,00  

c) belanja modal Rp825.683.819.294,00  

jumlah belanja langsung  Rp2.136.135.760.092,00  

jumlah belanja daerah Rp3.143.397.216.971,00 

surplus/(defisit)  Rp(138.880.751.493,00) 

 

c. Pembiayaan 

  

1. penerimaan SiLPA 

tahun anggaran 

sebelumnya 

Rp249.350.271.104,35  

2. pengeluaran                                 Rp0,00  

jumlah pembiayaan netto Rp249.350.271.104,35 

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp110.469.519.611,35 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan                       

dari Peraturan Wali Kota ini. 




